Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH PROVINST KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 08 TAUUN 2004

TENTANG

KEPROTONKOLAN DI PROVINST KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RANMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINST KALIMANTAN TIMUR,

s

a.

bahwa dengan  memperhatikan  peranan  dan  kedudukan
Samarida sebagar ibu kota Provinss Kalimantan Timur dan
pusat pemenntahan di daerah, maka keprotokolan menjadi
penting  dalam mendukung  kelancaran,  ketertiban,  dan
kekhidmatan penyelenggaraan acara kenegaraan atau upacara
atau acara resmi yang diselenggarakan di Provinsi Kalimantan
Thnur,

bahwa dalam rangka mewujudkan citra bangsa dan efisiensi
serta efektivitas penyelenggara acara resmi atau upacava sesual
norma-norma  keprotokolan  serta untuk  mewujudkan
kesejahteraan dan kemiwaan eksekutif dan legislatf daerah
dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Kaltim
perlu menata kembali pengaturan tentang keprotokolan di
Provinst Kalimantan Timur;

bahwa sehubungan dengan hural a dan b, serta dalam rangka
pelaksanam lebih Lanjut pasal 101 ayal (3) Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR|
DPR. DPD, DPRID di pandang perlu menclapkan Peraturan
Pacrah tentang Keprotokolan di Provisi Kalimantan Timur.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Dacrah Otonom Provins:  Kalimanian  Barat, Kalimanian
Selatan dan Kalimantan Timur { Lembarvan Negara Nomor 56
Tahun 1956, Tambahan Lembaran INesara Nomor 1106) ¢

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tenlang Pokok-pokok
Kpegawaian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nemor 55, Tambahan Lembaran Negava nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Niomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
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Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Profokol
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 teatang Penyelenggara
Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme
(Lembaran Negara Nomor 3851;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 1entang Susunan dan
Redudukan  Majelis Permusyawaralan  Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyut, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwalilan  Rakyat Dacrah (Lembaran Negara  Republik
[ndonesia Tahun 2003 Noemor 92, Tambaban Lembaran

Negara Nomor4310);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Nomor 53
Tahun 2004 )

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44137);

Peratiran Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera
Kebanuszaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 68);
Peraturan  Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958  tenfang
Pengeunaan Bendera Kebangsaan Asing (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1938 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 69);

Peraturan Peinerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan
Bendera Jabatan (LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 70);

. Peratiran Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958  teniang

Pengeunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesgia Tahun 1958 Nomor 71);

. Perawran Pemerintah Nonor 44 Talwn 1958 weniang Lagu

Kebangsaan Indonesia Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1938 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1637);

. Perawran Pemerintah Nomor 30 Tahun 1939 tentang Tanda

Kehormatan Satya Lencana Pembangunan (Lembaran Negara
epublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 30, Tambahan
[Lembaran Negara Nomor 1795);
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. Peraturan  Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990  tentang

Ketentuan Keprolokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara
dan Tata Penghormatan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor
3432);

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemenintali Nemor 100 Tahun 2000 tentang
Penganghatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struklural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertangeung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomwor 209, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomar 109 Tahun 2000 tentang
Kuedudukan  Keoangan Kepala Dacralh dan Wakil Kepala
Dacral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambaban Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004  tentang
Keduodukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan  Perwakilan  Rakyal Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesta Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan
[ embaran Negara Nomor 4417);

Feputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1953 lentang Hari- hari
Libur Nasional:

Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1939 tentang Hari-hari
Nasional yana Bukan Han Libut;

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis
Pekaian Sipil sebagaimana eelah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 50 Tahun 1990,

Keputusan  Prestden Nomor 1 Tahun 1985 tentang
Penyelengoaraan Perinzatan Han Kebangkitan Nasional;

Keputusann - Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Musyawaurah Pimpinan Dagrah;

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2003 tentang Organisasi
Perangkat Dacrah  Propinsi Kahmanian Tunw (Lembaran
Dacrah Tahun 2003 Nomor 04 D, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 11).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
dan

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TENTANG KEPROTOKOLAN DI PROVINS! KALIMANTAN
TIMUR.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pagsal |

Dalam Peraturan Daecrah im1 yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemenntahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerntah
Daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undag-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemenntah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerzh sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Dagrah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur scbagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Gubemur Provinsi Xalimantan Timur.

Ketua DPRD adalah Ketuwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang terdini dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah, Lembaga Tekms Daerah.



10

20.

'
LY
L

Pejabat Negara adalah Pejabat Negura sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas:Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan peraturan Perundang-undangan lainnya.

Musyawarah Pimpioan Daerah vang selanjummya disebut Muspida adalahy lembaga
permusyawaratan di tingkat Provinsi yang anggotanya terdiri dari Gubernur, Panglima
Daerall Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan

Tinggi dan Ketwa Pengadilan Tinggi.

Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daerah  Proving
Kalimantan Timur, :

Tokoh Masyarakat adalah seseorang vang ditempatkan scbagai tokoh oleh  masyarakat
dan atau sccara luas dikenal sebagai tokoh termasuk mantan pejabat Pemerintah Daerah.

Protoko! adalah serangkaian aturan acara resmi atau upacara,yang mengatur mengenai
tata penghormalan, tata tempal dan talta upacara, sehubungan dengan penghormatan
Kepada sescorang dan atau bendera atau lambang atau panji, sesuai dengan jabatan dan
atau kedudukannva dalam Negara, Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Tokoh

P —— T
Masyarakat,

Keprotokolan adalah pemberian penghormatan kepada seseorang sesual dengan jabatan
dan atau kedudukan dalam Negara, Pemermntah, Pemerintahan Dacrah, atau Masyarakat.

Keprotokolan adalah norma-norma pretokol atau kebiasaan yang dianul dan atau
divakini dalam kegiatan protokol.

Acara resmi adalah acara yang bersifal resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh
Pemeriniahan Daerah atau masyarakat, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu
yang dihadiri oleh Pejabal Negara dan atau Pejabat Pemerintah dan atau Pejabat
Pemerintahan Daerah, dan atau Tokoh Masyarakat serta undangan lainnya.

Tata upacara adalah aturan resmi untuk mejaksanakan acara resmi atau upacara resmi.
Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian penghormalan bagi
Pcjabat Negara, Pejabat Pemerjntah, Pejabat Pemerintzhan Daerah, dan tokoh
masyarakat serta terhadap bendera atau lambang atau panji dalam acara resmi atau
upacara resimi,
Tata tempat adalah aturan mengenar urusan tempat bagr Pejabat Negara, Pejabat
Pemerintah, Pejabat Pemerintahan Daerah, dan Tokoh Masyarakat dalain acara resni
atau upacara resmi.
BAD IT
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penvelenggaraan keprotokolan dilaksanakan atas dasar asas manfaatl, etika, moral,
keamanan dan ketertiban, transparansi. akuntabilitas dan kepastian hukum.



Pasal 3

Tujuan pengaturan keprotokolan adalah untuk :

a.

d.

memberikan penghormatan dan perlakuan tethadap sescorang dalam  sualu acara
resmi o oatau upacarad resmio sesual jabatan dan atau kedudukan dalam negara,
pemerintah, pemerintahan dacrah dan dalam masyarakat;

menciptakan Keseragaman. kelancaran, keamanan,dan ketertiban, serta kekhidmatan
acary resmi atau upacara resmi, yang disertal dengan kelengkapan dan perlengkapan
yang memadal sesuai kemampuan dan atan tujuan penyelenggaraan acara resmi |
wengatur tata hubungan atau tata pergaulan antar negara, antar bangsa, antar daerah,
antar lembaga, antar pejabal, untuk mewujudkan hubungan vang saling menghormati
dalam kelndupan bernegara, berbangsa, pemerintah dan bermasyarakat |

terdapat kepastian hukum alas status dan kedudukan keprotokolan bagi pejabat

pemerintehan Daerah dan atau Tokoh Masvarakat dalam acara resmi serta menjadi
acuan yang pasu bagi para pelaksana protokol.

BAB T
TATA PENGHORMATAN
Bagiap pertama
Bentuk Penghormatan

Pasal 4

Penghormatan terdiri dan

o oo o

tata tempal

penganugrahan tanda kehormatan

bendera merah putih dan atau bendera organisasi;
pengamanan dan pengaturan acara

tanda nomor Kendaraan jabatan.

Bagiap Kedua
Tata Tempat

Pasal 5

Tata tempat bagi Gubernur dan Ketua DPRD dalam acara resmi atau upacara resmi yang
diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang dihadiri Presiden dan atau Wakil Presiden
Republik Indonesia dan atau Pejabat Negara dan atau Pejabat Pemerintah dan atau Pejabat
Pemerintahan Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.
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i'asal 6

Tata wempat bagi Pejabat Pemerintahan Dacrah dan Tokoh Masyarakat dalam acara
resmi alau upacara resmi yang diselengparakan oleh Pemerintahan Daerah, yang tidak

dihadiri Presiden dan atau Wakil Presiden Republik Indonesia dilaksanakan sebagai
berikut

Gubernur dan Ketna DPRD

Anggota Muspida ; ,

Wakil Gubernur, Wakil Ketua DPRD dan Sekretans Daerah Provinsi ;
Asisten Sekretaris Dacrah Provinst dan Anggota DPRD ;

Pejabat Pemerintah Daerah ;

Tokoh Masyarakat ¢

e o o

Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan lema
penvelenggaraan acara resmi alau upacara resmi.

Dafam hal Pojabar dan tokolh Masvarakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berhalangan hadir pada acara resmi atau upacara resmi, lempatnya tidak dapat diisi

oleh pejabat yang mewakili, kecuali ada penunjukan resmi,

Perabat yany meswakil sehagaimana dimaksud pada ayat (3),mendapat tempal sesual
fabatan dan kedudukannyva.

Pasal 7

Tata wempat bazt suami / istrj Pejabal Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintahan
Daerah dan Tokoh Masyarakat dalam acara resti alau upacara resmi, ditempatkan scsua
dengan jabatan dan atau kedudukan suami / istri.

(1

(2)

(3)

4

Bagian Ketiga
Menpganugralan Tanda Kehormatan
Pasal §

Penganugraban wnda kKerhormatan kepada Pejabat Pemerintahan Daerah, Ketua
DPRD, Wakil Kewa DPRI. Anggota DPRD, Tokoh Masyarakat atan warga
muasyvarakat ata duma usaha, diselengearakan dalam acara resim atau upacara resimi.
Pemberian penzanugrahan kepada pejabat pemerintah Daerah dan ketwa DPRD,
Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, diberikan atas kemampuan, pengabdian,
kesetiaan dan jJasa-jasanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,

Pencanugrahan tanda kerhormatan kepada Tokoh Masvirakat, warga Masyarakat atau
dunia usaha yang memenuln persvaratan, diberikan atas usul dari masyarakat dan atau
Pemerintihan Dacrah.

Tata cara dan persyaratan pemberian penganugrahan (anda kehormatan ditetapkan
dengan Peraturan Gubernury.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3

Pasal o

Pemerintahan  Daerali membentuk Dewan Tanda Kehormatan Daerah, guna
memiasilitasi gerselengparanya pemberian penganugrahan {anda kehormatan di
Wilayah Provins: Kalimantan Timur .

Dewan Tanda Kehormatan Daerah sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1),
berkedudukan & provinsi, wigasnva memberikan rekomendasi kepada Gubernor dan
Ketua DPRD dalam pemberian penganugrahan tanda kehormatan.

Dewan Tanda Kehormatan Dacrah schagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat (2},
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagran Kecmpat
Bendera Merah Pufib dan Bendera Organtsasi
Pasal 10

Dalam hal Pejabat Pemerintahan Dacrah. Anggota DPRD dan Tokoh Masyarakat
meningeal dunia dinvatakan sebagal hart berkabung, Daerah Provinsi Kalimantan
Timur dan mendapat kehormatan berupa pengibaran bendera Merah Putih selengah
llang selama

a. Tiga hari bagi Gubernur dan atau Ketua DPRD dan atau Pejabat Negara asal
Daerah Pemilibhan Kalimantan Timur ;

b. Dua hari bagl anguota muspida, Wakil Gubernur, Wakil Ketua DPRD;

¢. Satu hari bagi Angogota DPRD dan atau Tokoh Masvarakat.

Jika bertepatan dengan tangeal 17 Agustus atau tanggal bersejarah yang ditetapkan

pemerintall, pengibaran bendera Merah Putih setengah nang dilakukan satu han

setelah tanggal bersejarah.

Pengibaran bendera Merah Pulh sebagannana dimaksud pada ayat (1) harus
¢ g I

dilakukan oleh mstanst Pemerintah Daerah dan DPRD serta masyarakal.

I*asal [1

Bendera Merah Putih dapat digunakan sebagal kain sclingkap jenazah sebagai tanda

kehormatan dari Pemerintahan Daerah, kepada :

T o oo o

Gubernur atoun Wakil Gubernur dan atan Pejabat Negara asal Dacrah Pemihihan
Kalimanian Timur ;

Anggota Muspida :

Ketua DPRD,Wakil Ketua DPRD dan atan Anggota DPRD;

Mantan Gubernur atau Wakil Gubernur ;

Mantan Anggota MPR atan mantan Anggota DPD ;

Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan |

Pemilik tanda kehormatan tingkat Daerah

Tokoh Masyarakat ;
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Bagiuan kelima
- Pengamanan dan Pengaturan Acara Resmi
Pasal 12

{1y Penpamanan diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan atau
Wakil Ketua DPRD.

(2) Tata cara pengamanan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.
Pagal 13

Pengatuwran acara resmi Guberur dan atan Wakil Gubermar dan atan Ketua DPRD dan atau
Wakil Ketua DPRD disusun dalam agenda acara resmi,

Bagian Keenam
Tanda Nomor Kendaraan Jabatan
Pasal 14
(1) Kendaraan jabatan yang digunakan Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota-Anggota
Muspida. Ketua DPRD. Wakil Ketua DPRD. Anggota DPRD «dan pejabat Pemerintah

Daezrah diberikan tanda nomer kendaraan khusus.

(2) Tanda nomor kendaraan jabatan sebagaimane dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15
Baai yang Gidak lagi memangku jabalannya, tanda nomor kendaraan jabatan beserta
kendaraan jabatan atau dinas, diserahkan kembali secara leagkap dan dalam keadaan baik
kepada pemerintah Dacrah, sclambat-lambatnya tiga puluh hari seiak yang bersangkutan
berhenti dari jabatannva dan dituangkan dalam berita acara serah (crima.

BAB 1V

TATA UPACARA
RBagian pertama
Umum

Pasal 16

(1) Setiap penyelenggaraan acara resmi atau upacara resmi diselengpgarakan berdasarkan
lala upacara ;

(2) Tata upacara schagaimana dimaksud pada avat (1), nrutan acara sebagai berikut
A, Pembukaan atau Sambutan
b. Acara pokok
¢. Pemutup
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Pasal 17
Acara resmi atan upacara resmi yang mengundang Gubernur dan atau Wakil
Gubernuy, Ketua DPRD, Wakil Kewia DPRD,  harus disampaikan secara tertulis

kepada pejubat vang bersangkutan.
Apabila terjadi penundaan atau pembatalan penyelenggaraan acara resmi alau upacara

resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada pejabat yang
diundany secura tertlis.

Pasal 18

Tata Upacara resnu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, ditaksanakan pada acara

resmi atay upacara resmt ;

- O oo

1= B 4

(0

(h

(2)

. hart-hart besar ;

. peliitikan dan atau serah terima jabatan

. penerimaan dan atau pelepasan tamu

1. penandatanganan kerja sama ;

. persemayaman dan pemakaman ;
kemasvarakatan ¢

. rapat-rapat.

Ragiun Kedua
Hari-hari Besar
Pasal 19

Hari-hari besar vang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah diselenggarakan dalam
suatu upacara disertai dengan pengibaran bendera Merah Putih dan lagu Indonesia
Raya, vang pelaksanaannya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Penyelenguaraan  hari-hari besar olehi pemerintahan  Daerah  diselenggarakan
dalam suatu acara resmi atau upacara resmi tanpa pengibaran bendera Meralk Putih,
dilaksanakan sesuai hari-hari besar bersangkutan,

Pasal 20

Hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan setiap tahun dalam
acara resmi, dapat discriad hiburan, kesenian daerah, atau kegiatan lainnya scsuai
dengan misi alau tema penyelenguaran acara sebagaimana yang ditetapkan oleh
panitia Hari Ulang Tahun Provinsi.

Pembentukan panitia Hari Ulang Tahun Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.



(1)

(2)
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Bagian Ketiga
Pelantikan dan atau Serah Terima Jabatan
Pasal 21
Pelantikan dan serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan
dalam suatu upacary, dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
Republik Indonesia atau pejabat lain vang ditunjuk, dilaksanakan di Gedung DPRD

atau di tempat lain di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1} dilaksanakan sesuvai Rapail Paripurna
DIRD.

Pasal 22

Sumpah /7 janji Kewwa DPRD, Wakil Kewa DPRD, dan Anggola OPRD
diselengparakan dalam suatu upacara. dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi
Kalimantan Timur, dilaksanakan di (_nuiun“ DPRD aau di lun])dl Jain di wilayah
Provinsi Kalimantan Timur.

Pelantikan dan atau scrah terima jabatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagtan heempat

Pencrim:an dan atau Penglepasan Tamu

Pasal 23

Peneriman dan atau pelepasan .;""nu l’um-';':'intu'n Daerah dan atav Ketwa DPRD, Wakil

Ketus

DPRD,  Anggeota DPRD dapat diselenggarakan dalam acara resmi atau upacara

resmi, terdir] alas

L_

o

C.

l‘)

. Kunjungan tamu dari dalam atau Juar ne

- Kunjungan kerja Presiden /Wakil Presiden Republik Indonesia ;
. Kunjungan Kerja Menten/pejabat Pemerintah lainnya ;
[amu Negara ;

uc
=,

Bagian Kelima
Penandatanganan Kerjasama

Pasal 24

enandatanganan kerjasama pemerintah Dacrah dengan pihak dalam dan atau luar negen

dapat d me]en:: arakan dalam acara resmi atan upacara, dilakukan oleh Gubernur dan atau

Ketua DPRD.



Baainan Keenam
Persemayaman dan Pemakaman
Pasat 25
(1 Upacara persemayaman dan pemakaman, berupa :
a. Penempatan/pelepasan jenazah dirumah duka:
b. Persemayaman/pelepasan jenazah ditempat persemayaman;
¢. Prosesi pengurusan jenazah diliang lahat;
d. Penurunan jenazah keliang lahat/pemakaman,

(2) Tata cara persemavaman dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan sesuai agama yang dianut pejabat atau 1okoh masyarakal yang
bersangkutan .

Bagian Ketnjuh
Kemasyarakatan
Pasal 26
Acara kemasyarakatan yang Dbersifat sosjal, budaya, ekonomi, dan politikk yang
diselenggarakan dalam acara resmi atau upacara, yang dihadiri Pejabat Negara, pejabat
pemerintah, pejabat pemerintal Dacrah keluna DPRD, Wakil ketua DPRD;Anggota DPRD,
dan Tokoh masyarakat, pengaturan {ata penghormatan dan tata tempat scbagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedelapan
Rupat dan atau Seminar

Pasal 27

Rapat dan arau seminar yang disclenggarokan dalam acary resmi, yang dihadiri Pejabal
Negara, Petabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah. Anggola Muspida, Ketua DPRD,
Wakil Ketwa DPRD, Anguota DPRD. dan Tokoh Masyarakal, pengaturan tata penghormatan

dan 1a1a tempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Dacrah tni.

BABY
TATA PAKATAN
Pasal 28
(1) Pakaian dinas upacara (PDU) digunakan dalam acara resmi atau upacara pelantikan dan
atau scrah terima jabatan alau HUT Proklamast Kemerdekaan Republik Indonesia,
untuk Gubermnur dan Wakil Gubernur;
(2)  Pejubat sebagaimana Jdimaksud pada ayat (1) dan aparatur Pemerintah Dacrah dalam

acara HILUT Provinsi menceunakan pakatan sipil daerah sesuvai dengan ketentuan yang
berlaku;



(3) lenis pakaian-pakaian lain bagi Gubernur, Wakil Gubernur dan atau Pejabat Pemeriniah
Daerah di sesuaikan dengan Ketentuan yang berlaku.

(4)  Bentuk dan kelengkapan pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29,
termasuk pengeunaan lambang, lencana, peci nasional dan atau tutup kepala serta

Pasal 29
Pakaian bagi Ketua, Waki} Ketua, dan Angpola DPRD, terdiri atas:
a. pakaian sipil lengkap (PSL) atau pakaian sipi! resmi (PSR) digunakan dalam acara resmi;
b. pakaian sipil harnan (PSH) digunakan dalam tugas sehari-hari atau kunjungan kerja;
c. pakaian sipil daerah dalam acara HUT Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 30

(1) Pakaian bagi wartawan dapal menggunakan pakaian bebas rapi sesuvai sifat
penyelengearaan acara, disertai dengan identitas yang jelas,

(2) Pakaian bagi Tokoh Masyarakat dan undangan lainnya, dapat menggunakan pakatan
salah satu jenis pakaian resmi atau pakaian bebas rapi sesua sifat penyelenggaraan
acara.

BAB VI
TATA BENDERA / PANJI-PANJI DAN LAMBANG
Bagian Pertama
Bendera / Panji-panji
Pasal 31

(1} Bendera Merah Putih dikibarkan pada tempat, waktu, dan penggunaannya sebagaimana
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,

(2) Bendera Merah Putih dapat dikibarkan bersamaan dengan bendera organisasi atau
bendera lamnya, dengan ketentuan tiang bendera Merah Putih dan atau bendera
kebangsaan asing lebih tinggi dari tiang bendera organisasi atau bendera Jainnya,

Pasal 32

(1) Gubernur, Wakil Gubernur, dan Ketua DPRD, dapat menggunakan bendera jabatan
pada kendaraan jabatan, ditempatkan di muka di tengah-tengah.

(2) Bendcra jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32,
berwarna biru, berukuran segi empat panjang, yang panjangnya 30 cm dan lebamya 20
em di tengah-tengah terlukis lambang negara dengan warna ernas dengan memakal
pinggiran warna emas ;



(3)

(0

(2)

(h

(2)

(h

(2)
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Bendera jabatan Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, berukuran segi
empat panjang. yang panjangnva 30 ¢ dan lebarnya 20 cm di tengah-tengah terlukis
lambang DPRD dengan warna emas dengan memakai pinggiran wama emas.

Pasal 33

Setiap wargn masyarakat menghormati dan menempatkan gambar atau panji negara,
panji daerah, dan panji organisas sesuai kedudukannya;

Pan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panji Presiden dan panji
Wakil Presiden:

Penempatan pangi negara schaganmana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pitsad 34
Panji daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), mebiputi:
a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. DPRD:
¢. Pejabat Pemerintah Daerah.
Panji organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) melipuii:
a. pimpinan organisasi:
b. tokoh masyarakat.

Bagian Kedua
Lambang

Pasal 35

Setiap warga masyarakat menghormati lambang ncgara, lambing daerah dan atau
lambang organisasi schagai panji-panji organisasi sesuai kedudukannya;,

Penggunaan lambang negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b U
(=

Pasal 36

Penggunaan lambang negara pada pakaian dinas upacara Gubernur dan Wakil Gubernur
menggunakan lambang Garuda yang terbuat dan bahan logam warna kuning emas;

Penggunaan lambang negara pada prasasti oleh Gubernur dan Wakil Gubemur sesuai
standar yang ditentukan dan ditempatkan di depan gedung yang dapat dilihat secara
langsung.



Pasal 37
(1) Lambang dacrah, terdiri atas:
a. lambang Ruhui Rahayu |

b. lambang DPRD.

(2) Penempatan lambang dacrah bersama-sama denpan lambang negara, harus ditempatkan
lebih rendah dari lamibang negara.

(3} Lambang dacrah tidak dapat digunakan sebagai perhiasan, cap dagang, iklan
perdagangan atau propaganda politik, surat-surat uniuk keperluan pribadi.

{4) Lambang organisasi tidak boleh sama atou menyerupai lambang daerah.

BAB VIT
TATA JAMUAN
[*asal 38
Jamuen dalam suatu acara resawn, penyajiannya memperhatikan budaya khas daerah atau
budaya masyarakat atau buduya bangsa Indonesia sesual waktu dan tempat penyelenggaraan
aeary,
BAB VI
TATA WICARA
asal 39
Wicara dalam penyelenggaradn acara resmi atau upacara resmi harus menggunakan kata-kata
Bahasa [ndonesia vang baik don benar, kecualt dalam acara resini lerlentu yang bersifat
kedacrahan atau internasional.
BAD IX
TATA INFORMASI
Pasul 410
Gubernur atay Wakil Gubernur, dan Ketua DPRD atav Pejabat yang dilunjuk, dapal

memberikan informasi yany dibuuhkan masyarakat baik hisan maupun tulisan dengan
memperhatikan norma-norma vang berlakn,



BAB X

TATA ETIKA

Pasal 41

Dalam seuniap penyelenggaraan acara resmi atau upacara resmi, pejabat dan atau masyarakat
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

(M

RE))

()

(2)

(1

(2)

(3)

menghormati hak-hak dan kebebasan sesamanya;

menghormat) aturan-aturan ctika dan moral yang diakvi umum;

mentaati hukum atan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
menjaga dan menghormati penyvelenggaraan acara resimi atau upacara resmi.

BAG X1
PERJALANAN DINAS
Pasal 42

Gubernur dan aran Wakil Gubernur, Ketva DPRD dan atau Wakil Ketua DPRD dan
atau aparatur Pemerintah Daerah dapal melakukan perjalanan dinas dalam dan atau luar
negeri;

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka:

a. Perjalanan Dalam Daerah;

b. Perjalanan Luar Daerah;

¢. Perjalanan Luar Negeri.

Setiap perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didasarkan pada
rencana yang lercantum pada tahun anggaran berjalan, kecualy daiam keadaan tertentu.

Pasal 43

Bagi penjabat dan atau aparatur Pemerintah Dacrah yang melakukan perjalanan dinas
>ag1 pety | )

dalam negert, dilaksanakan berdasarkan sural tugas atau surat perjalanan dinas atau
persetujuan tertulis dart Gubernur atau Penjabat yang berwenang;

Bagi Anggota DPRD vang melakukan perjalanan dinas dalam negeri, dilaksanakan
berdasarkan surat atau surat perjalanan dinas atau persetujuan tertitlis dariKerua DPRD.

Pasal 44

Dalam hal Gubernur dan atau Wakil Guberur, dan atau Pimpinan DPRD dalam
melakukan perjalanan dinas ke fuar negeri, memberitahukan kepada Mentens Dalam
Negeri Republik Indonesta;

Bagi Peiabat atan Aparatur Pemerintah Daerah apabila melakukan perjatanan dinas ke
luar negeri, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur,

Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD melakukan penalanan dinas ke luar negeri,
dilaksanakan setelah mendapal perselujuan tertulis dart unsur Pimpinan DPRD.



Pasal 43

(1) Pimpinan rombongan yang dutunjuk dalam perjalanan dinas yang ditakukan Gubernur
dan atau Wakil Gubernur, ataun Penjabat dan aiau Aparatur Pemerintah Daerah wajib
menyampatkan laporas tevtulis kepada Gubernur lentang hasi) pelaksanaan perjalanan
dinas; .

(2} Pimpinan rombongan yang ditunjuk dalim perjalanan dinas yang dilakukan Ketua
DPRD, Wakit Ketwa DPRD, dan Anggota DPRD wajib menyampaikan laporan tertulis
kepada unsur Panpinan DPRD tentang liasil pelaksanaan perjalanan dinas;

(3) Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas scbagaimana dimaksud pada ayal (1) dan
ayat (2}, selambat-tambatnya empat belas hari setelah selesai melaksanakan perjalanan
dinas.

BADR XN
KESENIAN DAN BUDAYA
Pasal 40
Keseman dan budaya pada acara resmi. pelaksiuiiumya menjunjung nilai-nilai kesenian dan
budaya khas daerah Kattim atau daerah Inin, atan kesensan dan budaya bangsa Jndonesia.
BAT XII
PERLENGKAPAN

Pacal 47

Penyelenggaraan keprotokolan dilengkapi dengarr perlengkapan sesual standar yang beriaku.

Pasnt 48
Dalam meningkatnya tertib kerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas secara berdaya guna
dan berhasil guna bagi pejabal dan aparatur Pemecintahan daerah, dilengkapi ruang kerja
yang memadal lermasuk ruang rapat don ruang tamu, disertai sarana dan prasarana sesuai
standar diletapkan.
BADR XIV
PEVIBIAVAAN
Pasal 49
{1) Pembiayaan penyelenggaraan keprotokefan  yang diselenggarakan Pemerintahan
Daerah, dibebankan pada APBD dan harus memperhatikan prinsip efisiensi dan

disesuaikan dengan kondisi masyarakal dun atau keuangan Pemerintahan Daerah;

(2) Pembiayaan penyelenggaraan keprolokolan yang diselenggarakan masyarakal menjadi
beban masyarakal sesuai dengan Ketentuan perundang-urdangan.



BAR XV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 50
(1) Keudakhadiran pejabat Pemerintah Daerah dadam acara resmi tanpa disertai alasan yang
disetujul oleh atasan langsung atau atasan penanggung jawab dikenakan sanksi

administratf;

(2) Ketidakhadiran Anggota DPRD dalam acara resmi lanpa diseriai dengan alasan yang
dapat disetujui oleh unsur Pimpinan DPRD, diberikan sanksi administratiC selelah
mendapal rekomendast dari Badan Kehermalan DPRD;

(3) Perangkal daeral yang menyelenggarakan acara resmi, tidak sesua) dengan keteptuan
yang diatur dalain Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. '

BAR XVI
KIETENTUAN LAIN
Paxal 81
Keprotokolan daiam acara resmi yang disclenguarakan oleh Perangkal Daerah dan atau
masyarakat, yang dihadiri dan alau menghadirkan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah,
Pejabat Pemerimtah Daerah, Anggota DPRD, dan Tokoh Masyarakat, pelaksanaan tata

penghormatan dan tata tempat sesuat hak keprotokolan yang berlaku baginya atau
sebagaimana diatur dalam Peraturon Dacrah ini.

BAR XX
KETENTUAN PENUTUP
PPaxal 52
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah iny. muka Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 1994
tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Kewa dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daevah Provinsi Kalimantan Timur dan ketentuan 1cknis lainnya dinyatkan tidak

berlaku lagn;

(2) Hal-hal yang belum diator dalam  Perawuran Daerah  ini  sepanjang mengena:
pelaksanannya akan diatur febil lanjut dengan Peraturan Gubernur



Pasal 53
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimanian Timur.
Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 31 Desember 2004

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

H. SUWARNA AF

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3) Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

W

H.SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2004 NOMOR 08 E



I1.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINST KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 08 TAHUN 2004
'I"EN'I‘AN.IG

KEPROTOKOLAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PENJELASAN UMUM

Penataan keprotokolan menjadi penting scjalan dengan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dalam paradigma baru yang menganut prinsip kemifraan sejajara antara
eksekutif dengan legislatif dacral. Prinsip kemitrasejajaran lersebut secara jelas
dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), bahwa “DPRD sebagai badan
legislatif daerah berkedudukan sejajar <dun menjadi mitra dari Pemerintah Daerah”.
Konsep ini melandasi tata pengaturan dulam pergaulan anlar lembaga dan atau pejabat
dalam menjalankan beban ugasnya, agar selaras dengan budaya, norma, hukum ataw
aturan-sturan yang berlaku.

Keprotokolan di Provinsi Kalimantan ‘Timur sangat kompleks, sebagai satah satu
konsekweust  kedudukan Samannda sebagar Ibu  kola Provinsi. Karena itu,
Pemerintahan Provinst Kalimantan Timur baik langsung maupun tidak langsung selalu
disertakan dalam berbagai acara kenegaraan atau acara resmi yang diselenggarakan di
Samarinda. Sedangkan acara resmi yang disclenggarakan oleh Pemerintahan Daerah
alau masyarakat juga dapat menyertakan Pejabal Pemeriniah, Perwakilan Negara Asing
dan atau Perwakilan Badan-Badan International atau pejabat lainnya. Kondisi ini telah
menjadikan eksekutif dan alau legislanl dacrah Provinsi Kalimantan Timur terikat ke
dalam keprotokolan pada tingkat Provinsi, tingkat nasional dan tingkat internasional.

Keprotokolan di Provinsi Kalimantan Timur ditata sedemikian rupa agar efektif, efisien,
sederhana,  tidak ferkesan berlebihan /0 bermewah-mewaly, serta  tidak  sampai
menggambarkan kondisi absolut / feodalisme,

PENJELASAN PASAL DEMIE PASAL
Pasal | o Cuhup elas

>asal 2 © Keprotokolan  di Provinsi Kalimantan  Timur
disclengparakan sebagai usaha untuk mewujudkan
citra bungsa dan Pemerintahan Daerah berdasarkan
G (cnam) asas, yaitu -

l. asas manfaal, dimaksudkan bahwa
penyelenggaraan  keprotokolan memberikan
manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagli
kepentingan seluruh unsur yang ferlibat dalam
pembangunan daerah termasuk masyarakat ;



Pasal 3 hurufa

huruf b

huruf ¢

huruf d

ko

usas ciika dan moral, dimaksudkan bahwa
penyelenggaraan  keprotokolan  mewujudkan
clikit dan moral pejabat Pemerintahan Daerah
beserta aparaturnya, dan tokoh masyarakat
sesuai - hak  prolokoler  yang  diberikan
kepadanya,  dalam  bernegara, berbangsa,
berpemerniniahan, dan bermasyarakal, dengan
mengulamakan  kepentingan  masyarakat
umum,

asas kecamanan dan Keterliban, dimaksudkan

baliwa penvelenggaraan keprotokolan

memiberikan rasa aman terhadap pejabat dan
tekoh masyarakal, serta tertibnya
penyelenggaraan keprotokolan;

4. asas  ransparan,  dimaksudkan  bahwa
penyelenggaraan keprolokolan guna membuka
Jiri pejabal dan  1okoh  masyarakat untuk
memberikan dan atau memperoleh  informasi
yilng benar, jujur dan ndak diskriminatif untuk
kepenungan masyarakat umum ;

5. asus akuntabititas, dimaksudkan babwa mclalui
penyelenggaraan keprolokotan, seliap
keputusan dan penyclenggaraan Pemerintahan
Dacrah dopal dipertanggung  jawabkan dan
diterima serta ditkuti masyarakat |

6. asas kepastian hukum, dimaksudkan

penyelenpgara maupun  pejabal  dan  10koh

masyarakal, ada kepastian hukum terhadap hak
protokoler.

[}

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jetas
Yang termasvk pejabat Pemeninish Daerah adalah

Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua, Wakil Ketua,
dan Anggota DPRD serta pejabat yang menduduki

jabatan struktural dalam Perangkat Dacrah.

Sebagaimana diatue dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 62 Tabun 19907 tentang Ketentuan
Keprotokolan mengenai Tata tempal, Tata Upacara
dan Twa Penghormatan, bahwa tokoh masyarakat
terdirh wtas okoh masyarakat tingkal nasional dan

daeruh.



Ya

ne dimaksud tokoh masyarakat tingkal nasional

dalum Perawuran Daerah ind, terdirt atas :

2

[

Mantan Pcjabat Negara adalah Pejabat Negara
vang sudah ndak akuf dalam Pemerintahan
Neeara Repubhik  Indonesia dan tinggal di
witayah Provinsi Kalimantan Timur ;

Mantan  pejabal Pemerintah adalah Pejabat
Pemerintah yang sudah tidak aktif menduduki
jabatan strukiural dalam departemen dan atau
fembaga non departemen dan  tinggal d
wilayah Provinsi Kalimantan Timur ;

Tokoh masyarakal bukan inantan pejabal,
teredin dar -

A pemuka agama dan adat,

b. perinus pergerakan kebangsaan
kemerdekaan;

¢, hetua umum parlai politik;

d. pemilik tanda kehormatan tingkalt nasional;

¢ ke umum organisas sosia
kemasyarakalan tingkup nasional;

(. tokoh Iain yang ditentukao oleh pemerintah
dan alav  masyarakat.

yang thimaksud tokoh masyarakat fingkat daerah
dalam Peraturan Daerah imi, adalah :

e d

Mantan Pejabat Negara di  daerah adalah
peiubat negara di daerah yang sudah tidak aktif
dalam pemerintahan atau pemerintahan daerah
dan tinggal di Provinsi Kalimantan Timur,
seperti mantan-mantan Anggota MPR utusan
dacrah  / mantan anggota DPD, mantan
Gubcernur, mantan Wakil Gubemur.

mantan - pejabat dacruh  adalah  pejabat
pemerintahan dacrah yang sudah tidak aklif
alau pensivn, seperti mantan ketoa, mantan
wakil ketua, mantan angpota DPRD, dan
mantan pejabat pemerintab daerah menduduki
jabatan struktural dalam perangkal daerah.
tohoh masyarakal  Lingkup daeralb  bukan
mantan pejabat dacrah, anlara lain :

j )

pemuka agama dan adat;

perinus  pergerakan  kebangsaan  /
kemerdekaan lingkup daerah;

c.  Keta umum panai politik hngkup daerah ;
Pemitik tanda kehormatan tingkat daerah;
Ketua umum organisasi sosial
kemasyarakatan lingkup dacrah;

—t

f.  Ketua dewan kota / kabupaten;
g. Kema dewan kelurahan;
fi. Tokoh lain yang dilentukan oleh

pemerintahan daerah dan atau masyarakat.



Pasal 4

Pasal §

huruf a

hurvf b

huruf ¢

hueuf d

huruf e

Yang dimaksud tala rempat adalah aturan mengenai
urutdn 1cmpat pada acara resmi atau upacara resmi
bagi seseorang yang menduduki jabatan dan atau
kedudukan  tertentu  baitk  dalam  Negara,
Pemenntahan,  Pemerintahan  Daerah, maupun
dalam masyarakat.

Yang dJimaksud peuganugrahan tanda
penghormatan  termasuk  penghormatan  sebagai
pahliwan dacrah, adalah pemberian penghargaan
kepada scscorang  atas  jasa-jasanya yang telsh
diberikan kepada Daerah dan alau masyarakat.

Penghormatan Bendera Merah Putih dan  alau
Bendera  organisasi  merupakan  penghormatan
\erakhir - (meninggal  dunia) kepada seseorang
Karena jabatan atew  kedudukannya  dalam
Pemerintahan Dacrah dan atau dalam masyarakat.

Yang dimaksud pengamanan adalah  pemberian
pelayanan kewmanan, keselamatan dan kelancaran
dalam  melaksanakan  tugas  dan kewajiban
penyvelengearaon Pemerinlahan Daerah. Sedangkan
yang dimuaksud dengan pengaturan acara resmi
adalah rencana acara resmi yang disusun dalam
kurun  waklu  lerlentu didasarkan  perencanaan
pembangunan dacrah.

Cukup jelas.

Tuata tempat pada acara resmi yang dibadin oleh
Presiden  dan alau Wakil  Presiden  Republik
ludonesia dan atau Pejabat Negara lainnya dan atau
Pejabat Pemerintah, vrutannya sebagai berikut:

a. Presiden dan atau Wakil Presiden Republik
Indonesia atau Pejabal Negara lainnya dan atau
Pejabat Pemerintah, didampings oleh Gubernur
cin atouw Kewa DPRD;

b. Ancgola Muspida bersama dengan Wakil

Gubermur, Wakil Kewa DPRD, Sekrelaris

Dacrah Provinsi; .

Ancgola DPRD dan Asisten Sekretaris Daerah;

Pejabal Pemerintah:

Pejabat Pemerintah Provinsi;

I’¢jabat Pemerintah Daerah lain;

o. Maman Duta Besar dan tokoh masyarakat
mantan Pejabat;

h. Tokoh masyarakat bukan mantan pejabat;

y.  Undangan.

—o oo



Tata empat pada acara yang dihadiri Pejabat
pemeriniah, urulannya sebaga berikut

2. DPcjabat Pemerintah didampingi oleh Gubemur
dan Ketwa DPRD;

b, Anggota Muspida bersama dengan Wakil
Gubemur, Wakil Kewua DPRD, Sekretans
Daerah Provinsi;

c. Anggota DPRD dan Asisten Sekretaris Daerah
Provinsi;

d. Pejabat Pemerintah lain;

e, Pejabat Pemerintah Proving;

. Tokoh masyarakal mantan pejabal;

g.  Pokoh masyarokal bukan mantan pejabat;

h.  Undangan.

Pengatwran tempat sebagaimana dimaksud di atas,
discsuathan  dengan  sifat acara, jabatan dan
kedudukan yang hadir, jumlaly yang diundang atau
dihadirkan, wak(u penyelenggaraan, tempat atau
lokasi penyelenggaraan, dan sebagainya.

Dualaim hal Pejabat pemerinlah Daerah pada acara
resmi atan upacara yang dihadiri Presiden dan atau
Wukit  Presiden Republik Indonesia, dan atau
Qubernur dan atau Ketua DPRD, pengaturan
kehadiran dan 1cmpat sebaga) berikut :

a. Gubernur berhalangan hadir dapat diwakib
Wakil Gubernur, dan ditempatkan di tempat
yang disediakan untuk Gubernur;

b.  Wakil Gubernur berhalangan hadir tidak dapat
drwakili Pejabat Pemcrintah Daerah lainnya
duempatkan di tempat yang disediakan;

¢ Sckrelaris Dacrah Provinsi berhalangan hadir,
dapat  diwakili - Aisten  Sekretaris  Daerah
Trovinsi; ) '

d.  Asisten Sekretaris Daerah Provinsi
berhalangan hadir lidak dapat diwakili pejabat
tinnya:

¢. Repala Dwas berhalangan  hadir, dapat
diwakili Wakil Kepala Dinas, ditempatkan
pada empul yang disediakan untuk Kepala
[1nas;

[, Kepala Badan dan Kepala Kantor berhalangan
hadir, dapat diwakili Sekrelaris Badan, dan
Wakil kepala Kantor, ditempatkan pada tempat
vang disediakan untuk Kepala Badan, Kepala
Kantor;

g.  Wakil' Kepala Dinas, Sekretanis Badan, dan
wakil Kepala Kantor berhalangan hadir, tidak
dapat diwakili oleh pejabat {ainnya,;



Pasal 6 ayat (1)

ayat( 2)

ayat (3)

h.  Walikolta dan Bupati berhalangan hadir, dapat
diwakihh Wakil Walokita dan Wakil Bupat,
dan ditempatkan di tempatl yang disediakan
untuk Walikota dan Bupati;

1. Walikota / Bupari dan Wakil Walikota / Wakil
Bupati berhalangan hadir, tidak dapat diwakili
pejiabal lainnya.

Penpaturan tala (empat dalam acara resm yang
tidak  dibadin oleh Presiden dan atau Wakil
Presiden Republik Indonesia dan atau  Pejabat
Negara lainnya dan atau Pejabal Pemerintah, urutan
schagat berikut

a.  Gubernur dan Wakil Gubernur, Ketua DPRD,
Wakil Kewua DPRD, Anggola Muspida, dan
Sckretans Daerah Provinsi ;

b. Acnggota DPRD dan Asislen Sekretaris Daerah
Provinst

¢. Pgjabat Pemerintah Provins ;

d.  Tokoh masyarakat rnantan pejabat ;

e. fokoh masyarakal bukan mantan pejabat ;

. Undangan.

Tatw 1lempat dapat berubah disesvaikan dengan sifat
atau lema acara, jabatan dan kcdudukan yang hadir,
wakiu  penyelenggaraan, tcmpat  atau  okasi
penyelengoaraan, dan sebagaianya.

Pengaturan tata tempat dalam acara resmi yang
dihadiri olch Gubernur dan tidak dihadiri Ketua
DPRD, scbagai berikut :

a.  Gubemur, Wakil Gubernur, Anggota Muspida,
Sckretaris Dacrah Provinsi, didampingi olch
Pejabat Pemerintab ;

Asisten Sekretaris Daerah

Pejabit Pemerintah Provinsi ;

Tukoh masyarakat manlan pejabat ;
Fokoh masgyrakat bukan mantan pejabat ;

Undangan

N

Penpatwan sata 1empat dalam acara resmi yang
dihadini atav menghadirkan Ketua DPRD atau
Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, tidak
dihadirt  Gubernur,  (elapi dihadiri Pejabat
Pemerimiah Daerah, sebagai berikut :

Keta DPRD dan atay Wakil DPRD ;
Anggola DPRD

Pejabat Pemerintah Provinsi ;

Tokoh masyarakat mantan pejabat ;
Tokoh masyarakat bukan mantan pejabat ;
Undangan.

e a0 o



aval 4
Pasat 7
Pasal 8

Pasal 9 ayat (1}

Dalam hal Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan

Anggota DPRD yang berhalangan hadir dalam

acara resmi alau upacara yang diselenggarakan

Pemermtah Daerah, dibadiri oleh Presiden / Wakil

Presiden Republik Indanesia dan atau Gubemur,

pengaturan kehadiran sebagai berkut

a Ketua DPRD berhalangan hadir dapat
diwakili oleh Wakil Ketwva DPRD, dan
ditempatkan di tempat yang disediakan untuk
Ketua DPRD

b.  Wakil Ketua DPRD berhalangan bhadir, tidak
dupat dywakili Anggota DPRD ;

c.  Anggola DPRD  berhalangan hadir, tidak
dapat diwakili Anggota DPRD lainnya.

Dalam hal kol masyarakal dalam acara resmi

atau upacara yang dihadiri oleh Presiden / Wakil

Presiden Repubbk [ndonesia dan atau Gubemur

dun  atau Ketwa DPRD,  berhalangan hadir,

pengaturan kehadiran dan tempat sebagai berikut :

i Tokoh masyarakal manlan Pejabat Negara,
mantan - Pc¢jabat  Pemerintah, dan mantan
Pejabat tidak dapat diwakili tokoh lain dan
alau orang lain

b.  Kcilwa Dewan Kota / Kabupaten dapat
diwakili  Wakil Kewa Dewan Kota /
Kiabupalen ;

c.  Wukil Ketua Dewan Kola / Kabupaten
berhalangan  badir, tidak dapat  diwakili
Anggota Dewan Kota / Kabupaten .

Dalamy hal Anggota Muspida berhalangan hadir
pada  acara resmi  alau  upacara  yang
diselengparakan  Pemerintah Daerah  dapat
diwakilkan kepada Pejabal lain sesuai dengan jenis
acara dan alau Pejabat Negara yang hadir.

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Keanggotnan Dewan Tanda Kehormatan Daerah
terdiri dan  berbagai komponen seperti  tokoh
masyarakal manlan pejabal dan bukan mantan
pejabal, perguruan  linggi negern  dan  swasla,
Pemerintah Daerah, Organisasi, dan sebagainya .
Penganugrahan tanda kehormalan dan  alau
penghargaan  kepada  pejabat  dan  aparatur
Pemcrintah Daerah, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dalam Pegawai Negeri Sipil
dan atau yang ditetapkan oleh Gubernur.



Ayat(2)

ayal (3)

Pasal 10 ayat (1)

ayat (2)

Pemberian penganugrahan 1anda kehormatan dan
penshargaan kepada  pejabat  atau  aparatur
Pemenntah Daerah sebagat ungkapan rasa terima
kasih 2atas jasa-jasa yang telah diberikan dengan
tujuan memngkatkan kesejahteraan serta membina
kelangsungan kekeluargaan lahir dan bhatin dengan
Pemerintah Daerah. Pengharpaan yang diberikan
antara lain:
a. penghargaan berupa plagam  yang  ditanda
1angani Guberaur ;
b. penchargaan berupa barang yang jenis dan
bentuknya  sesual  dengan  jabatan  dana
kedudukannya,

Cukup jelas

Penganugrahan 1anda kehormatan  dan  alau
penghargaan kepada * lokoh  masyarakat  dan
masyarakat diberikan  atas dasar perlimbangann
ataun pemilaian yang dilakukan ¢leh Dewan Tanda
Kehormatian Daerah berdasarkan persyaratan yang
ditentukan.  Pemberian  penganugrahan  tersebut
diberikan n1as jasa-jasanya bagi pembangunan dan
atau masyarakat.

Pengharpaan berupa pahlawan daersh, diberikan
kepada  Pejabat  Pemerialahan Daerah, tokoh
masyarakat, dan masyarakal yang semasa hidupnya
sangat berjasa dalam melakukan suatu tugas dan
kewijibannva, dan diakui oleh masyarakat dan alavu
Penmerintahan Daerab .

Penctapan  sebapai pahlawan daerah ditetapkan
olel Gubernur alas persctujuan Ketua DPRD atas
dasar rekomendasy dari Dewan Tanda Kehormatan
Dacrah.

Penghormatan dalam benfuk pengibaran bendera
merth putih setengah tang sesuai jabatan atan dan
Kedudukan peyabat atau tokoh masyarakat yang
bersangkutan dalam Pemerintahan Daerah dan atau
dalam masyarakat .

Bila meningsal dunia di luar megeri, pengibaran
bendera setengah tiang dilaksanakan sejak tanggal
dan hari kedalangan jenazah dy jakarta.

Pengibaran bencdera merah puth selengah tiang
bagi  tokoh masyarakat didasarkan pada
pertimbangan  lertentu yvang  ditenfukan  oleh
Gubernur.

Cukup jelas



ayat (3)

Pasal t1

Pasal 12 ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 13

Pasal 14 ayat (1)

Cukup jelas

Penggunaan kain selingkap jenazah disesuaikan
dengan keinginan keluarga pejabat atan tokoh
masyarakal bersangkulan .

Yiung dimaksud dengan pengamanan dalam ayat ini
aduluh pengawalan dan keselamatan.

Penpawalan  dimaksudkan  untuk  mendukung
kelancaran pelaksanaan dalam pelaksanaan tugas
dan datam menghadiri acara.

Kesclamatan  diinaksud  berupa  pemberiann
perlindungan berupa  pemeliharaan  kesehatan,
seperli pemeriksaan dan  pengamatan  kesehatan
sccara aeralur atau berkala  alau sewakiu-waktu

dipandang perlu.
Cukup jelas

Agenda acara vesmi dimaksud adalab pengaturan
wakiu atau o jadwal acara dalam  kurun  waktu
tertenti, schingga acara dapat terlaksana dengan
baik scsuai dengan waktu yang ditentukan.

Agenda acara Gubernur dan  wakil Gubernur
disusun oleh Perangkat Daerah Provinsi sesuai
dengan bidang lugasnya di bidang proiokol.

Agenda Kewa DPRD disusun oleh Sekretaris
DPRD sesual dengan bidang tugasnya di bidang
protokol DPRD,

Agenda Walikola daln_ Bupati disusun oleh
Perangkat  Dacralh© Kolamadya [/  Kabupaten
Administrast sesuai dengan togas dan {ungsinya.

Tamda nomor kendaraan jabatan dimaksud terdiri
atas kode wilayah (KT) dan nomor alau angka
kedudukan pejabat serta inisial Samarinda  sebagai
Dacrah Provinst.

Tata urutan nomor kendaraan jabatan diawali dari
Gubernur, Wakil Gubernur, dan Kewa DPRD, dan
seterusnya. Tala urulan sebagai berikut :

a. Noemor  kendaraan jabatan KT 1 untuk
kendaraan jabatan Gubernur ;

b. Nomor kendaraan jabatan KT 2 untuk
kendaraan jabatan Wakil Gubernur ;



ayal (2)
Pasal 15

Pasal 16 ayat {1)

ayal (2)
Pasal 17
Pasat 18

Pasal 19 ayat (1)

210 -

¢. Nomor kendaraan jabalan KT 3 untuk
kendaraan jabatan Ketva DPRD

d. dan scterusnya sesuai dengan jabatan dan atay
kedudukan dalam Pemerintahan Daerah.

Tanda nomor kendaraan jabatan digunakan juga
sebagai. tanda parkir VIP pada saat menghadiri
acara  Kenegaraan  atau acara resmi yang
disclenggarakan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tanda nomor kendaraan jabatan digunakan pada
saal menghadiri acara resmi dan pelaksanaan tugas,

Cukup jelas
Cukup jelas

Tala upacara dalam acara resmi atau upacara
dimaksudkan  wnwek  keseragaman, Kelancaran,
ketertibun dan kekhidmatan jatannya acara.

Cukup jelas
Cukuyp jelas
Cukup jelas

Hari-hari besar yang diseriai pengibaran bendera
merah putth dan lagu Indonesia Raya dalam ayat ini
adalah han Ulang tahun Prokiamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia, yang dilaksanakan setiap
tanggal 17 Agustus.

Pengibaran Bendera Merah Pubih  dilaksanakan
sclima fign hari sejak langgal 17 Agustus.

Urutan acara dalam upacara pada acara yang
dimaksud ayat iny, meliputt

a.  pengibaran bendera  Merah  Putih - diiringi
dengan lagu kebangsaaan [ndonesia Raya.

b. Mengheningkan ¢ipta untuk mengenang arwah
para pahlawan yang telah gugur;

¢. Penpucapan  atau  pembacaan  pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 ;

d. DPcngucapan atav pembacaan Pancasila, yang

diikuti oleh para peseria upacara |

Acara - acara lain dilingkungan Pemerintahan

Dacrah, seperii ©

&

1. penyampaian tanda-tanda jasa atau
keliormatan atau penghargaan lainnya;

2. Pelepasan aparatur Pemerintah Daerah
yang pensiun ;



ayat (2}

Pasal 20 ayat (1)

-

3. Sambutan inspekiur upacara apabila
dipandang perlu ;
4. Acara-acara lain yang dianggap perlu.

Pada vt Ulang Tahun Proklamasi Kernerdekaan
Republik Indonesia, dapat diselenggarakan acara-
acara lainnya, seperti olahraga, kesenian, kegiatan
seanal, budaya dan sebapainya,

Selain Hlan Ulang Tahun Proklamasi kemerdekaan
Republik Indonesia, hari-hari besar nasional yang
disertanl dengan pengibaran Bendera Merah Putih,
antara lain

a. Han Pendidikan Nasional, tangpal 2 Mer |

b. [ari Kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei ;
¢. HMari Angkatan Perang, tanggal 5 Oktober;
d. Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober ;
¢. llari Pahlawan, tanggal 10 November ;

f. tlariibu, tanggal 22 Desember ;

Hari-hari besar tanpa pengibaran bendera Merah
Putih acdalal bari-har keagamaan, antara lan :

a Yabun Baru Timlek ;

b, Idul Adha;

c. Tahun Baru Hijriyah ;

d. Wualal Yesus Knstus ;

¢. lari Raya Nyepi atau Tahun Baru Saka ;
(. Kenuaikan Yesus Kristus ;

g. Maulhid Nabi Muhammad SAW ;
[, Tar Waisak ,

1. Isra Mira) Nabi Muhammad SAW,
Jo o ddul Vit

k. Iavi Natal.

Cukup jelas

Pelaksinin hart Ulang Tahun Provinsi Kalimantan
Timure di tingkat Provinsi, drawali dengan Sidang
Paripuma yang pelaksanaannya di Gedung DPRD,
dihadirt oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua
DIPRD, Wakil Kewa DPRD, dan Anggola DPRD,
scra Pejabat Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan acara Han Ulang Tahun
Provinsi Kalimanian Timur dapat menghadirkan
Duata Resar negara sahabat lertentu, pejabat negara
lainnya, pejabal pemerintah, pejabat Pemerintahan
Daerah  lain, (okoh masyarakat baik lingkup
nasional maupun daerah, serna undangan lamnya;



Pasal 21 ayal (1)

Pasat 22 ayal (1)

Pasal 23

ayat (2)

ayal (2)

ayat (2)

Acara hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan
Timur, dapat disertai dengan acara yang bersifat
kemasyarakatan atav rakyat, dan atau acara lainnya,
scperli olahraga, kesenian, kegiatan sosial, budaya,
ekonomi, dan sebagainya.

Tujuan  dibentuk Panitia Hari Ulang Tahun
Provins:. Kalimantan Timur adalah  untuk
kesuksesan  penyelenggaraan acara resmi  atau
upicara resmi. Keangpgotsannya terdiri alas unsur-
unsur  Peringkal Daerah Provinsi. Panitia han
Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Timur juga
dibentuk di kotamadya / Kabupaten Administratif,

Dalam acara resmi atau vpacara pelantikan dan atau
serah terima jabatan ‘Gubernur dan wakil Gubernur,
sclain dihadini olelr Kewa, wakil Ketua dan
Angeota DPRD scria pejabal Pemerintah Daerah,
dan daput meghadickan Duta  Besar  Negara
Sabhabat,  Pejabal  Negara, Pejabat  Pemerintah,
Angeota Muspida, Manian Gubernur dan Manlan
Wakil Gubernur, Mantan Kewwa DPRD, mantan
Waokil Ketua DPRD, mantan Anggota DPRD, dan
tokoh masyarakal seria undangan lainnya.

Cukup jelas

Bagt Anggota DPRD yang belum mengucapkan
sumpah / janji dan Anpgota DPRD Pengganti Antar
Waktu  dilakukan  oleh  Pimpinan DPRD
sebagaimana cialur datam Tata Terub DPRD.,

Dalamy acara vesmi atau upacara pengambilan
sumpah / jan)i Ketua DPRD, Wakii Ketua DPRD,
dan Anggota DPRD, selain dihadiri oleh Gubernur
dan Wakil Gubernur, dapat menghadirkan atau
dihadin Duta Besar Negara Sahabat, Pejabat
Nepara, Pejabat Pemenntah, Anggota Muspida,
Mantun Ketua dan Mantan wakil Ketua DPRD,
mantan Gubernur dan Wakil Gubernur, pejabat
Pemermtah Provinsi, 1okoh masysrakat, serta
undangan fainnya.

Cukup jelas

Dalam acara resmi pcnélepasan tamu Pemerintah
Dacrah dan atau Ketua DPRD, Anggota DPRD,
pelaksanaannya tetap memperhatikan norma-norma
keprotokolan.-



Pasal 24

Pasal 25 ayat (1)

ayat (2}

Acara  hunjungan Presiden / Wakil Presiden
Republik Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur
dilaksanakan sesuat dengan prosedur atau petunjuk
dari  Protokol  Kepresidenan, dengan tetap
memperhatikan kedudukan pejabat Pemerintahan
Daerah sebagai tuan rumah, seperti Gubernur dan
Wakil Gubernur, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
DPRD, serta Pejabat Pemerintah Daerah.

Acara resm kunjungan kerja pejabat pemerintah
diluksanakan  scsuai  dengan  prosedur  atau
keprotokolan di hingkungan Pemerintah  Daerah
Provingi Kalimantan Timur.

Tamu yang dimaksud dalam ayat ini adalah tamu
Guberour dan atav Wakil Gubernur, Kewwa DPRD
don atin Wakil Ketua DPRD, dan  Pejabal
Pemermitah Dacrah yang mempunyal vrusan atau
kepentingan yang ferkait dengan penyelenggaraan
Pemerintahan Dacrah.

Tamu dapat diterima pada saat jam kerja atau hari
Kerja dupat diterima  di kantor, dirumah atau
ditempat lain yang sesuai dengan jabatan atau
kedudukan 1amu  dalam negara, Pemerintah,
pemrintahan Daerah dan Masyarakat.

Dalam hal tenenty, Gubernur dan atau Wakil
Gubernur, Ketwa DPRD dan atau Wakil Ketua
DPRD, dapat menugaskan pejabat lain untuk
mewakih dalam menerima kunjungan tamu sesuai
dengan jabatan dan kedudukan (amu dalam negara,
Pemerintah, dana masyarakat.

Dalam acara resmi atau upacara perjanjian atau
kerjasami, sclain dihadiri Gubernur dan atau Wakil
Gubernur dan atau Kewa  DPRD,  dapat
mengbadirkan atau dihadiri oleh Pejabai Negara,
Pejabat - Pemerintah,  Anggota DPRD, Pejabat
Pemerintsh - Daerah,  Tokoh  Masyarakat, dan
undangan lamnya.

Penyelenggaraan  acara  resmi atau  upacara
Persemayaman dan pernakaman sebagai
penghormatan kepada pejabat Negara di daerah
alau pejabat pemerintah Daerah yang meninggal
dunia.

Cukup jelas



Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Yang dimaksud acara kemasyarakalan yang bersifat
sosial, budaya, ekonomi dan politik, antara lain
halal bihalal, bakt sosial, buka puasa bersama,
sholat bersama, silawurrahmi, ziarah ke makam
pablawan, pclelakan batu pertama pembangunan
atou peresnvian, pembukaan dan penutupan acara
sosial, budaya, dan ekonomi, dan sebagainya.

Rapat dan atau seminar berdasarkan penyelenggara,
erdin atas

a. Diselenggarakan DPRD.
b. Thsclenggarakan Pemerintah Daerah,
¢. Disclenggarakan masyarakat.

Rapat yuny diselenggarakan DPRD sebagaimana
diatur datamy Tata Terub DPRD, serta acara resmi
lain yany berhubungan dengan tugas dan kewajiban
DTRD.

Rapat yang diselenggarakan Pemerintah Daerah
melipuli

. Acara khusus, yang dihadiri oleh Gubermur
dan atau Ketua DPRD pada acara
kenegaraan  yang  diselenggarakan  di
Propinsi Kalimantan Timur, serta acara
resmi  yang berhubungan depgan acara
DPRD.

2. Acara isimewa, adalal acara yang dihadin

olch Gubernur dan Ketua DPRD, yang

dibadiri pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh

Masyarakat mantan pejabat Pemerintah

Dacrab, tamu khusus dari dalam negeri dan

atud lear negert.

Acava punpinan terbatas, adalah acara yang

dipipin oleh Gubernur, yang membahas

hal-hal yang berhubungan penyelenggaraan
pembangunan, dihadici Pejabat Pemerintah

Dacrah dengan mengambil keputusan,

4. Acara biasa, adalah acara yang dipimpin
olech  Gubernur, membahas hal-hal yang
borhubungan  dengan  penyelenggaraan
pembangunan dihadiri oleh seluruh Pejabat
Peowrintah Daerah dengan tidak mengambil
keputusan.

LR

Rapal yang disclenggarakan masyarakat berupa
seminar atau lokakarya, yang dihadiri oleb
Gubernur, Wakit Gubernur dan Ketua, dan
Wakil ketua DPRD, dan Pejabat Pemerintah
Daerah.

Cukup jelas.



Pasal 29
Pasal 30

Pasal 31 ayal (1)

ayal (2}

Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36

Pasa) 37 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)
ayat (4)
Pasal 38
Pasal 39
Pasal 40

Pasal 41

- Y3 -

Cukup jelas.

Cukup jelas

Yany dimaksud tempat, waktu dan penggunaannya
schagannana  dutentukan  dalam  peraturan
perundang-undangan dalam ayat ini adalah PP No.
40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan
Republik Indonesia.

Yanp dimaksud bendera organisasi adalah bendera
institlusi  bask Pemerintah / pemerinliah Daerah
maupun swasla dan lembaga kemasyarakatan.
Pengpunaan bendera  jabatan  Gubernur, Wakil
Gubernur, dan Kewa DPRD Pada kendaraan
Jabatan, saat menghadin acara resmi dan upacara
bendera Merah Pulih dan atau acara kenegaraan.
Cukup jelas

Cukup iclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penguunaan lambang daerah pada pakaan dinas
upacara Walikota/Wakil walikota dan Bupati/Wakil
Bupati, Camat/Wakil Camat, Lurah/Wakil Lurah
berupa Jaya Raya, yang terbuat dari bahan dan
waina sesual jabatan dan atau kedudukan dalam
Pemerintah Dacral,

Pengeunasn lambang DPRD pada pakaian Ketua,
Wakil Ketwa, dan Anggota DPRD, terbuat dari
bahan logam warna kuning emas.

Pengounaon lambang daerah dapat ditempatkan
pada kendaraan Walikota/Bupali sebagar bendera
Jabatan pada saat menghadirt acara resmi.

Cuhup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas



Pasal 42 © Cukup jelas
Pasal 43 : Cukup jelas.
Pasal 44 ; CleLipjclas.
Pasal 45 o Cukup jelas.
Pasal 46 v Cukup jelas
Pasal 47 . © Yang dimaksud dengan perlengkapan adalah sarana

din prasarana yang diperlukan untuk
penyelenggaraan acara resmi dan upacara, seperti
(enda, sound sistem; dan sebagainya.

Cukup jelas.
Pasal 4§ C Cukup jelas.,
Pasal 49 o Cokup jelas.
Pasal 50 » Cukup jeias.
Pasal 51 o Cukup jelas.
Pasal 52 o Cukupjelas.
Pasal 53 o Cukup jelas,

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINS! KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2004 NOMOR [4





